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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); 

4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAROLANGUN. 

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sarolangun. 

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 

2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas: 

a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian 

Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi Tahun 2024; 

b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 

2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen 

KPU dan/atau BPKP; 





LAMPIRAN  

KEPUTUSAN SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR 22 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

ASESOR PENILAIAN MANDIRI 

MATURITAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 

2025 DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SAROLANGUN 

 

 

 

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAROLANGUN 

 

NO. N A M A JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Aswal Sekretaris Ketua 

2. Mujiono 
Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu 
dan Hukum 

Anggota 

3. Mutiyah Pitri 
Kasubbag Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat dan 
Sumber Daya Manusia 

Anggota 

4. Wahyu Roma Primadona 
Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik 

Anggota 

5. Ria Dwijayanti. GM 
Kasubbag Perencanaan, 

Data dan Informasi 
Anggota 

6. Hidayatullah Pelaksana Anggota 

7. Susilawati Pelaksana Anggota 
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